DAFTAR PUSTAKA

. 2004. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah.

Andi: Yogyakarta.

Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Diperbanyak oleh

Departemen Komunikasi dan Informatika.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh

Departemen Komunikasi dan Informatika.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh

Departemen Komunikasi dan Informatika.

. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,

Citra Umbara, Bandung.

Abdul Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Anthony dan Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen.

Jakarta: Salemba Empat.

Astuti, Atik. 2015 Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada
Keuangan Daerah (APBD)(Studi Empiris pada DPRD
Kabupaten Wonogiri). Surakarta: UMS.



Bachtiar, Arif dkk. 2002. Akuntansi Pemerintaha,. Edisi Pertama.

Jakarta: Salemba Empat.

Darma dan Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan
Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating.
Jurnal MEDIASI, Vol. 4, No. 1 Juni. Medan.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas H. 2010. Akuntansi Sektor Publik
Ed2. Jakarta: Erlangga.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program
IBM SPSS 19, Edisi Kelima. Semarang: UNDIP.

http://metrojateng.com/2015/07/27/kadinpora-kendal-jadi-tersangka-

korupsi-kursi-stadion/

Husein, Umar. 2004. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis

Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta
: Erlangga.

Indriantoro dan Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi.
Edisi 3. Erlangga: Jakarta.

Krina P., Loina, Lalolo, 2003, Indikator & Alat Ukur Prinsip

Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat
Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Laksmi Riani, A. 2011. Budaya Organisasi. Yogyakarta: Graha Iimu.



Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta: Andi.

Mayasari, Rosalina. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan
Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan
yang Baik sebagai Variabel Moderating. Jurnal JENIUS, Vol.

2 No. 1 Januari. Palembang.

Mohamad Mahsun. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.
Yogyakarta: BPFE UGM.

Nurjanah, S.E. 2008. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya
Organisasi  Terhadap  Komitmen  Organisasi  Dalam
Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup

Departemen Pertanian). Semarang: UNDIP.

Pangesti, Agustina. 2012. Analisis Pengetahuan Dewan Tentang
Keuangan Daerah (APBD) dengan Menggunakan Variabel

Moderating. Accounting Analysis Journal. Semarang.

PP Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Anggaran.

Pramita dan Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada
Keuangan Daerah (APBD). SNA 13. Purwokerto.

Putriana, R. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Budaya
Organisasi, Komitmen Organisasi dan Prinsip Good
Governance Sebagai Variabel Pemoderating (Penelitian Pada
DPRD Kabupaten Purwakarta). Bandung: UPI.

Revrisond Bawsir. 2000. Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta:
BPFE.



Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika Untuk Ekonomi dan

Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.

Suwarto, F. X. dan D. Koeshartono. 2009. Budaya Organisasi: Kajian
Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Universitas Atma

Jaya.

Utami dan Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan
Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyrakat dan
Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol 1, No. 1
April. Padang.

Werimon, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan
Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD)(Sudi Empiris di Provinsi Papua).

Jurnal SNA 10, Juli, Universitas Hasanudin, Makassar.

Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.



